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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pengakkan hukum yang terjadi
sejatinya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena
mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang
sama di mata hukum, sebagaimana konstitusi Negara kita yang menekankan,
bahwa :

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya”.1

Dalam perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh
hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat
membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan
sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian,
kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan,
kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara
yang makin tertib dan teratur.?

Sementara itu menurut Leden Marpaung, bahwa: “Penegakan hukum dapat

dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan
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kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu
penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada
penegakannya atau penerapannya.’

Dalam hal penegakkan hukum, maka tak bisa dipungkiri bahwa
masyarakat kita sangat mengharapkan adanya aparatur penegak hukum yang
benar-benar memiliki rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia,
agar dalam proses penegakkan hukum mampu melahirkan rasa keadilan, kepastian
hukum dan asas kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fence M. Wantu,
Dosen Fakultas Hukum Univiersitas Negeri Gorontalo, yang mengemukakan
bahwa :

“Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan
diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa
sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang
mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah
laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam
kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan
hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan”.*

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyartakat
adalah kejahatan pemalsuan surat. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk
perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang
sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum sebab dan akibat perbuatan itu
menjadi perhatian dari berbagai pihak.

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa

dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa
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Prevensinya) PT. Sinar Grafika, Jakarta, him. 1.
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pun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau
makna buah pikiran manusia.’

Terkait tindak pidana pemalsuan dokumen surat-menyurat ini, Adami
Chazawi mengemukakan, bahwa:

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah

satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali

terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan
perkembangannya yang menunjuk  pada semakin  tingginya
intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya

mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang

sesuatunya itu tampak dari luar seoalah-olah benar adanya, padahal
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.®

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi
perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran
mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk
untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh
umum (publica fides) pada surat.”’

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap
peyelesain problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk
menangulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk
kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan
sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan Pemalsuan

Surat yang diatur dalam Bab XII Buku Il KUHP, dimana pada buku tersebut
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dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-

tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam

Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Berikut ini adalah rumusan dari Pasal 263 KUHP, sebagai berikut:

1)

2)

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu
pembebasan utang, atau yang boleh diprgunakan sebagai keterangan
bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau
menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu
asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat
mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat,
dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan
sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah
surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat
mendatangkan sesuatu kerugian.®

Ketentuan Pasal 264 KUHP, adalah sebagai berikut:

1)

2)

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan

tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;

2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau
bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;

3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu
perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan
sebagai pengganti surat-surat itu;

5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja

memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati

atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.®

Sementara rumusan Pasal 266 KUHP, yakni:

1)

Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu
akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus

Pasal 263 KUHP.
®  Pasal 264 KUHP.



dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya
sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun;

2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati
atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.®

Terkait Tindak pidana pemalsuan surat ini, peneliti telah melakukan
observasi di Pengadilan Negeri Tilamuta dengan nomor registrasi perkara yaitu
Nomor : 21/PID.B/2008/PN.TLM Tentang Pemalsuan Surat. Adapaun hasil
keputusan akhir dari pengadilan negeri Tilamuta adalah pidana penjara selama 4
(empat) bulan kepada terdakwa. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum memberikan
tuntutan selama 6 (enam) bulan dan masa percobaan 12 (dua belas) bulan.

Kasus lainnya sebagai bahan perbandingan, yakni dengan nomor registrasi
perkara No0.27/Pid.B/2010/PN.TLM dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
adalah 6 bulan penjara dan pada putusannya Pengadilan Negeri Tilamuta memberi
hukuman kepada terpidana hanya dihukum dengan pidana penjara selama 4
(empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Keadaan tersebut membuat peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan
meneliti lebih jauh mengenai penerapan hukuman terhadap pemalsuan surat
dengan mengangkat judul penelitian, yakni: “TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA TENTANG

PEMALSUAN SURAT™.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat
dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri
Tilamuta tentang pemalsuan surat?
2. Apakah putusan hakim terhadap pemalsuan surat sudah sesuai fakta
hukum?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:
1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri
Tilamuta tentang pemalsuan surat.
2. Untuk mengatahui apakah putusan hakim terhadap pemalsuan surat
sudah sesuai fakta hukum.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi
manfaat untuk:
1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti

selanjutnya, utamanya penerapan hukuman terhadap pemalsuan surat.



1.4.2 Manfaat Praktis
Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat
bermanfaat untuk:
1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan
dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum
terkait penerapan hukuman terdakwa atau tersangka pemalsuan surat

dan dokumen-dokumen lainnya.



